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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif a tidak dilambangkan  
ب ba b bc 
ت ta t tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha k ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin S es 
ش syin s es dan ye 
 
 
x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
و mim m em 
ٌ nun n en 
و wau w we 
ھ ha h ha 
ء hamzah „ apostrof 
ي ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fathah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... Fathah dan alif atau ya‟ a a dan garis di atas 
ي Kasrah dan ya‟ i i dan garis di atas 
 َو Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ  ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
َ َتْى  ً  ي : yamutu  
   
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 
dilambangkan dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) 
dilambangkan dengan "h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط ْلأا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فْنا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة  ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  
transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
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ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 
sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
Contoh: 
َ ة ف سْه فْن ا: al-falsafah 
َ د لا بْن ا: al-biladu 
 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 
tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta‟ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي ش: syai‟un 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis 
terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  
sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  
yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 
dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur‟an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
 
9. Lafz al-Jalalah (ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ  ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 
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yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 
bukan huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
     Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu „alaihi wa sallam 
a.s.  = „alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  :   Yuliyanti 
NIM :   10100114100 
Judul : Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan 
Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm) 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam 
penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bima perspektif hukum Islam 
(Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)? selanjutnya yang menjadi sub 
masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa 
waris melalui mediasi pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm?, 2) Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi waris dalam putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm? 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. 
Adapun sumber data penelitian ini yaitu Putusan perkara No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim 
Mediator, dan Panitera Muda Hukum.  Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.   
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses mediasi dalam sengketa 
waris pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm secara garis besar telah sesuai 
dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
dan telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak mencapai batas waktu 
40 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA, tapi hanya 5 (lima) hari kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Untuk mencapai perdamaian mediasi dilakukan sebanyak 2 kali, di mana pada 
mediasi pertama mediator melakukan kaukus, pertemuan dengan para 
penggugat/kuasa hukumnya terlebih dahulu dan pihak tergugat secara terpisah. 
Kemudian, pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak dan 
mendengarkan kesimpulan masing-masing sehingga mencapai kesepakatan dan 
dibuat akta perdamaian. Proses mediasi dalam putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.BM ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep Sulh 
atau  Islah dan konsep Hakam. Penyelesaian sengketa waris pada proses 
mediasinya dilakukan dengan takharuj berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para 
pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan 2:1 dalam hokum 
kewarisan Islam. 
Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). bagi para pihak yang bersengketa 
terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih 
memprioritaskan hubungan kekerabatan dari pada harta. 2). Apabila telah 
meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris, hendaknya 
harta warisan itu segera dibagi sebelum keutuhan harta warisan terbagi-bagi, 
berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Mediator yang menangani 
sengketa kewarisan harus memiliki skill dalam melakukan pendekatan terhadap 
para pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat untuk 
lebih memudahkan penerapan mediasi di pengadilan.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai khalifah dimuka bumi dalam menjalankan tugasnya 
memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Konflik 
tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat, dan bahkan antar Negara. 
Perbedaan antara manusiapun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik 
baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, maupun kepentingan. Faktor 
fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan 
di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang 
diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, sosial, 
ekonomi, dan budaya. Pada sisi lain, sikap ego (amaniah) juga turut mendorong 
manusia berkonflik dalam mewujudkan kepentingannya. Oleh karena itu manusia 
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dapat menggunakan akal dengan 
panduan Al-qur‟an. Dalam menyusun strategi dan  prinsip resolusi konflik dan 
penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad 
Saw dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, 
mediasi, arbiterase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).
1
 
Dalam negara hukum konflik masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau 
perkara di pengadilan. 
Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya 
menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan  perdata 
yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang digabung  
dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa 
                                                             
1
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 
(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 122. 
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kewarisan. Hal tersebut telah banyak menelan korban, baik  berupa materi 
maupun nyawa. Mengapa konflik keluarga sangat penting untuk ditanggulangi, 
karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga.Hal ini yang menjadi 
indikasi mengapa Al-qur‟an banyak menampilkan hukum-hukum tentang 
keluarga bukan hukum tentang kenegaraan.Konflik dapat diselesaikan salah 
satunya dengan mediasi baik diluar pengadilan (non litigasi) maupun di 
pengadilan (litigasi).Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata 
terutama bagi orang-orang yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan 
Agama.Mediasi bisa dilakukan diawal litigasi maupun selama litigasi terhadap 
perkara perceraian, gugatan waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, 
hadhonah dan sebagainya. 
Dalam sengketa kewarisan, yang objeknya berupa harta benda yang 
dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan diantara sebagian para ahli 
waris disamping ketidaktahuannya mengenai bagian-bagian yang diatur dalam 
Islam serta keserakahan dan rasa egois.
2
 Penyelesaian dapat dilakukan dengan 
cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan antara para ahli waris. Jika 
persengketaan meningkat maka diperlukan pihak ketiga yang memiliki otoritas 
dan wewenang untuk memberikan keadilan dan keputusanyang memiliki kekuatan 
hukum yaitu Pengadilan Agama. Lembaga peradilan ditempuh sebagai langkah 
terakhir dalam penyelesaian sengketa kewarisan. 
Sengketa kewarisan yang terjadi dimasyarakat pada umumnya bertumpu 
pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan 
haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut. 
Sengketa juga terjadi apabila ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan 
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ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan 
tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif 
tertentu.
3
 Perkara sengketa warisan diperiksa di pengadilan melalui ajudikasi. 
Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui 
perdamaian sesuai pasal 130 Herzenine Indonesisch Reglement (HIR) dan pasal 
154 RBg. agar putusan tidak batal demi hukum.
4
 Penyelesaian sengketa melalui 
perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan bantu oleh seorang 
mediator baik dari kalangan hakim maupun mediator di luar pengadilan. 
Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam 
disebut tahkim. 
Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran dalam penyelesaian suatu sengketa 
perdata agar dapat menghasilkan perdamaian.
5
 Kemudian PERMA No. 1 Tahun 
2016 diundangkan sebagai penyempurna PERMA sebelumnya agar pelaksanaan 
mediasi di pengadilan lebih optimal dan berdaya guna sehingga dapat 
meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.
6
 Jika para pihak dapat 
mencapai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam 
bentuk tertulis, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan 
ditandatangani oleh mediator lalu dikuatkan dengan akta perdamaian yang 
diterbitkan oleh pengadilan melalui sebuah putusan. 
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Perkara gugat waris yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bima melalui 
mediasi ditemui pada Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm tahun 2015.Perkara 
tersebut diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan beberapa kali 
persidangan hingga para pihak dapat didamaikan.
7
 Dalam upaya mendamaikan 
para pihak yang bersengketa, mediasi dapat dilakukan diawal pemeriksaan 
perkara hinggapada proses persidangan. Kesepakatan yang telah dituangkan 
dalam akta perdamaian bertujuan untuk menghukum para pihak untuk dapat 
melaksanakan isi perdamaian yang telah mereka buat. 
Sengketa perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm adalah mengenai 
tuntutan pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum meninggal 
dunia mengamanatkan/memberi kuasa pada penggugat untuk mengurus harta 
tersebut yang telah lama dikuasai oleh orang lain dan baru 28 Januari 2015 
dieksekusi oleh pengadilan Negeri Raba Bima. Penggugat meragukan itikad baik 
tergugat mengalihkan tanah sengketa/tanah objek perkara. Perkara tersebut 
berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi 
dibarengi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik 
tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam 
menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang 
damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang 
saling menguntungkan.Dalam penyelesaian sengketa waris Islam, mediator dapat 
berpegang pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-qur‟an dan hadis serta 
peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan sengketa kewarisan yang 
dapat diselesaikan melalui mediasi, peneliti merasa perlu untuk melakukan 
penelitian dan menyusunnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul “Mediasi 
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dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bima Perspektif 
Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm)”. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan proses penyelesaian sengketa 
waris melalui mediasi untuk memperoleh perdamaian serta tinjauan hukum Islam 
terhadap pelaksanaan mediasi tersebut. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: 
a. Mediasi 
b. Sengketa kewarisan di pengadilan Agama Bima 
c. Hukum Islam 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan 
kekeliriun dalam menginterpretasikannya, maka yang menjadi deskripsi fokus 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Pengertian mediasi menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI 
Nomor 1 Tahun 2008 berbunyi “Mediasi adalah cara  penyelesaian sengketa 
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan parapihak dengan  
dibantu oleh mediator”. 
b. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari 
persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat 
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan 
pendapat, pertengkaran, perbantahan.  
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c. Kewarisan adalah peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa tirkah 
dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.  
d. Pengadilan Agama Bima adalah Pengadilan yang mengadili sengketa- 
sengketa perdata orang-orang beragama Islam yang berdomisili di kota Bima 
dan kabupaten Bima. 
e. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan al-Qur‟an dan hadis; hukum syarak 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah 
yaitu “Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di 
pengadilan agama Bima perspektif hukum Islam (Studi Putusan 
No.0476/Pdt.G/2015/PA.Bm). peneliti merumuskan sub masalah sebagai  berikut: 
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi pada 
putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam putusan 
No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm? 
 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini, masalah mediasi sesungguhnya telah banyak di 
tulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah menelusuri berbagai referensi yang 
berkaitan tentang pembahasan ini,peneliti menemukan beberapa buku, jurnal, dan  
skripsi yaitu: 
1. Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari‟ah, Hukum 
Adat, dan HukumNasional, tahun 2009. Buku ini memusatkan 
pembahasannya pada lembaga mediasi sebagai alternatif penyelesaian 
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sengketa yang memberikan solusi win-win bagipara pihak yang bertikai. 
Dalam buku ini dipaparkan secara komprehensif apa yang dimaksud 
dengan mediasi, keterampilan apa yang harus dimiliki mediator, 
dipaparkan pula batasan danpelaksanaanmediasi dalam perspektif hukum 
syari‟ah, hukum adat, dan hukum nasional. Perbedaannya, dalam 
penelitian yang dilakukan peneliti berusaha menjelaskan proses 
tercapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa dalam mediasi 
selama pemeriksaan perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dengan 
menggunakan pendekatan normatif-yuridis. 
2. Jurnal al-ahkam STAIN Palopo, dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Proses Mediasi”, 
tahun 2014. Dalam jurnal ini memaparkan tentang pengertian, ruang 
lingkup, tujuan, prinsip-prinsip dan model mediasi di pengadilan. Selain 
itu menjelaskan juga tentang tinjauan yuridis tentang mediasi sebagai 
penyelesaian sengketa, tahap dan proses mediasi di pengadilan, serta 
kewenangan peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa. 
Perbedaannya, peneliti membahas secara spesifikasi penyelesaian sengketa 
waris melalui mediasi di pengadilan Agama Bima dengan mengangkat 
kasus pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. 
3. H. Abd. Halim Talli, Laporan Penelitian dengan judul “Efektivitas 
Mediasi Pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan”, tahun 2014. Dalam 
laporan penelitian ini menjelaskan tentang pengertian, unsur-unsur, jenis- 
jenis mediasi, dan pengaturan mediasi dalam hukum acara perdata. 
Laporan penelitian ini juga menjelaskan penerapan mediasi di pengadilan 
agama, proses mediasi dalam penyelesaian perkara di PA Makassar, dan 
hambatan penerapan mediasi dalam proses penyelesaian perakara di 
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Pengadilan Agama Makassar. Laporan penelitian ini memiliki keterkaitan 
pada tema yang diangkat tentang mediasi, tapi bedanya laporan ini 
membahas efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar sedangkan 
pen mengangkat bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa 
waris di Pengadilan Agama Bima. 
4. Bima Cahya Setiawan, skripsi dengan judul “Mediasi Sebagai Salah Satu 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Perspektif 
Hukum Islam”, tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang asas, teori, 
konsep, dan pengertian dari penyelesaian sengketa, mediasi dan kewarisan 
Islam. Skripsi ini juga memaparkan beberapa keuntungan mediasi sebagai 
salah satu cara penyelesaian sengketa. Skripsi ini memfokuskan penelitian 
pada kajian mengenai kaidah-kaidah dalam hukum positif dengan 
pendekatan yuridis-normatif. Keuntungan mediasi di antaranya perkara 
dapat diselesaikan dengan cepat, efektif dan murah. Selain itu juga, salah 
satu pihak tidak merasa tertekan karena hasil mediasi merupakan 
kesepakatan para pihak yang bersengketa, perkara dapat diselesaikan tanpa 
ada permusuhan di antara pihak yang menjadi ahli waris. Yang menjadi 
perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada studi putusan perkara No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana 
proses mediasi sehingga mampu mencapai kesepakatan perdamaian di 
antara para pihak yang bersengketa. 
5. Rasma Samma, skripsi dengan judul “Efektivitas Mediasi  Terhadap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten 
Gowa”, tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas bagaimana upaya 
perdamaian yang ditempuh oleh mediator, faktor penghambat pelaksanaan 
mediasi terhadap perkara perceraian. Dipaparkan juga efektivitas 
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pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Sungguminasa belum 
optimal, hal itu dibuktikan dengan indikator jumlah penerimaan perkara 3 
tahun terakhir. Hanya ada 8 perkara yang berhasil dimediasi dari 1791 
jumlah perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama 
sungguminasa. Yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada objek 
penelitian, peneliti mengambil objek sengketa waris sedangkan skripsi ini 
perkara perceraian. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa waris melalui mediasi 
pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. 
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap proses mediasi dalam 
putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Secara Teoretis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih 
lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum 
Islam khususnya mediasi waris. 
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan 
pertimbangan mediator yang akan datang dan pihak yang bersengketa, 
khususnya dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Mediasi dalam Lembaga Peradilan 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi 
Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa baik antara individu 
maupun antara kelompok. 
Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti 
sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 
perselisihan sebagai penasehat.
8
 Dari pengertian mediasi ini, mengandung tiga 
unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau 
sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat 
dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang 
bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut 
bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki wewenang apa-apa dalam 
pengambilan keputusan. 
Penjelasan berikut akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi 
dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi 
berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini 
menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam 
menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 
„Berada ditengah‟ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan 
tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.Ia harus mampu menjaga 
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kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pada pihak yang bersengketa.
9
 
Menurut Wirhanuddin, mediasi yaitu penyelesaian perselisihan atau 
sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga 
mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan.
10
 
Para ahli resolusi konfllik beragam memberikan makna kata mediasi sesuai 
dengan sudut pandang masing-masing diantaranya, Laurence Bolle menyatakan, 
“Mediation is a decision making process in wich the parties are assited by a 
mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the 
parties the reach an outcome to wich of than canassent”.11 
Artinya: 
“Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana partie dibantu oleh 
mediator; upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan 
untuk membantu partie mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.”12 
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan, memberikan definisi bahwa; 
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (pasal 1 
ayat 7). Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses 
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
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1. dikutip dalam Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 26. 
12
Translate. Google, com. 
 
 
12 
 
 
 
menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian (pasal 1 ayat 
6). 
Menurut Hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan 
istilah Islah (as-sulh) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan antara dua pihak, adapun menurut Syara‟ adalah suatu akad dengan 
maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah pihak yang saling 
bersengketa.
13
 
Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan 
mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa, antara lain biaya lebih murah dari 
penyelesaian dengan cara yang lain, penyelesaian perkara lebih cepat, hasil yang 
dicapai dalam mediasi lebih memuaskan semua pihak, praktik dan belajar 
prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, keputusan-keputusan yang 
diambil bisa dilaksanakan.
14
 
Dasar hukum perdamian atau mediasi dalam Hukum Islam adalah 
sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat/49:10. 
 
                             
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.15 
Asbabunnuzul yang dikhususkan pada surat Al-Hujurat ayat 10 tidak 
ada, namun yang pasti ayat ini masih merespon ayat sebelumnya yaitu ayat ke 9 
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yang mempunyai asbabunnuzul yang diriwayatkan oleh asy Syaikhani telah 
mengetengahkan sebuah hadis yang bersumberkan dari Anas r.a. bahwasanya 
Nabi saw. Pada suatu hari mengendarai keledai kendaraannya dengan tujuan 
menemui Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay berkata: “menjauhlah dariku, 
karena sesungguhnya bau keledaimu menyesakkan hidungku. “Berkata salah 
seorang dari kalangan sahabat Anshar dengan menjawabnya: “Demi Allah, bau 
keledainya sungguh lebih enak dari pada bau tubuhmu”. Salah seorang dari 
kalangan kaumnya Abdullah menjadi marah mendengar perkataan itu, dan 
akhirnya teman-teman dari kedua orang itu saling bersitegang. Pecahlah 
perkelahian seru di antara kedua belah pihak mereka saling baku hantam dengan 
pukulan dan terompah,
16
 Lalu turunlah surah Al-Hujarat ayat ke-9. 
 
                         
                         
                          
Terjemahnya: 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang 
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil”.17 
                                                             
16
Al-Mahalliy, Imam Jalaludin, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az 
Zumar s.d. Surat an Nas  (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 2246. 
17
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya, h. 516.  
14 
 
 
 
Menurut Imam Jalaludin dalam tafsir Jalalain bahwa, (Sesungguhnya 
orang-orang mukmin adalah saudara) lebih menekankan pada makna saudara 
dalam seagama, (karena itu damaikanlah kedua saudara kalian) apabila mereka 
berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca ikhwatikum, artinya saudara-
saudara kalian (dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan 
rahmat).
18
 Setelah ayat sebelumnya memerintahkan untuk melakukan perdamaian 
antara dua kelompok orang beriman. Ayat ini menjelaskan mengapa harus 
mendamaikannya? Karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap 
imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah 
bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan 
bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan. Karena itu wahai 
orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-
kelompok damaikan walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara 
kamu, apalagi jumlahnya yang bertikai lebih dari dua orang dan jagalah diri agar 
tidak ditimpa bencana baik akibat dari pertikaian itu maupun selainnya, supaya 
kamu mendapat rahmat antaralain rahmat persatuan kesatuan.
19
 
Dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi ke dalam sistem 
peradilan pada dasarnya bertitik  tolak pada ketentuan sebagai berikut: 
a. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. 
b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 
Lembaga Mediasi (Eks pasal130 HIR/154 RBg) 
                                                             
18
Al-Mahalliy, Imam Jalaludin, Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Az 
Zumar s.d. Surat an Nas, h. 2235. 
19
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan KeserasianAl-qur‟an) (Vol. 
13; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.248. 
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c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 2 Tahun 2003 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
 
2. Prinsip Mediasi 
Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari terselenggaranya kegiatan 
mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui 
oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi 
yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.
20
 
David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth 
Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu prinsip kerahasiaan 
(Confidentiality), prinsip sukarela (volunteer), prinsip pemberdayaan 
(empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a 
unique solution).
21
 
Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality. 
Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi 
dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang 
bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing 
pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi 
tersebut. 
                                                             
20
John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: Positive 
Conflict Management, (New York: SUNY Press, 2004), h. 16. dikutip dalam Syahrizal Abbas, 
Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 28. 
21
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
h. 28-30. 
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Prinsip kedua, sukarela atau volunteer. Masing-masing pihak yang 
bertikai datang ke mediasi atas keinginan atau kemauan mereka sendiri secara 
sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain. 
Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini didasarkan 
pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai 
kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai 
kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus 
diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian 
sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. 
Prinsip keempat, netralitas atau neutrality. Di dalam mediasi, peran 
seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi 
milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol 
proses berjalan atau tidaknya mediasi.  
Prinsip kelima, solusi yang unik atau a unique solution. Bahwasannya 
solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, 
tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi akan 
lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan 
konsep pemberdayaan masing-masing pihak.
22
 
 
3. Peran dan Fungsi Mediator 
Mediator memiliki peranan yang penting dalam  menentukan suatu 
proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang 
ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan 
antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, 
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Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, h. 37-38. 
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menjaga keseimbangan proses mediasi dan menurut para pihak mencapai suatu 
kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. 
Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut: 
a. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak. 
b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan. 
c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan. 
d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah 
dan berlangsungnya proses perundingan secara baik. 
e. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa. 
f. Mendorong para pihak ke arah penyelesaian. 
g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk 
melaksanakan proses perundingan. 
h. Mengendalikan jalannya proses perundingan.23 
Menurut leonard L. Riskin dan James E. Westbrook bahwa fungsi 
mediator yaitu:
24
 
a. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator 
dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang 
konstruktif bagi diskusi. 
b. Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, 
prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. 
                                                             
23
Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan 
(Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 63-64. 
24
Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, h. 186-187. 
dikutip dalam Widia Asti “Implentasi PERMA No.1 Tahun 2008 Dalam Penyelesaian  Perkara 
Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)” Skripsi (Makassar: Fak. Syari‟ah dan 
Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 23. 
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c. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan 
dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui 
bahasa atau ungkapan yang baik. 
d. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan 
sumber-sumber informasi yang tersedia. 
e. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus 
berusaha menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat 
bersikap emosional. 
f. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi 
pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak 
mungkin/tidak masuk akal akan tercapai melalui perundingan. 
g. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, 
misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan. 
 
4. Prosedur Mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 
Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 
2016, yaitu sebagai berikut:
25
 
a. Waktu Pelaksanaan Mediasi 
Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
diatur tentang;  
1) lama 30 hari.  
2) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai 
alasan. 
                                                             
25
Doni Dermawan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, http://www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-i 
mplementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di pe 
ngadilan (15 April 2017). 
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3) waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak 
penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, 
jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Pengaturan waktu 
mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 
2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu 
untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan 
dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. 
b. I‟tikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi 
Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban 
melaksanakan mediasi dengan i‟tikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam 
proses mediasi harus mempunyai i‟tikad yang baik sehingga dengan i‟tikad yang 
baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator 
yang menyatakan para pihak tidak beri‟tikad baik dalam melaksanakan mediasi, 
yaitu: 
1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali 
berturut-turut. 
2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir 
meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut. 
3) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. 
4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara. 
5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. 
Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad 
baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam 
hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu: 
1) Akibat hukum Penggugat yang tidak beri‟tikad baik 
20 
 
 
 
(a) Penggugat yang tidak beri‟tikad baik gugatannya dinyatakan tidak 
diterima (NO). 
(b) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.  
(c) Mediator menyatakan penggugat tidak beri‟tikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
(d) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar 
persidangan dan mengeluarkan putusan. 
(e) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau 
pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat. 
2) Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beri‟tikad Baik 
(a) Tergugat yang tidak beri‟tikad baik dikenakan pembayaran biaya 
mediasi. 
(b) Mediator menyatakan tergugat tidak beri‟tikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
(c) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum 
melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang 
tidak beri‟tikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar. 
(d) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat mengikuti pelaksanaan 
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
(e) Pembayaran dari tergugat diserahkan kepada penggugat melalui 
kepaniteraan. 
 
5. Akta Perdamaian 
Pada permulaan sidang sebelum dimulai pemeriksaan perkara, hakim 
diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. 
Apabila upaya perdamaian itu berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang 
21 
 
 
 
isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah 
dibuat antara mereka, dengan demikian perdamaian dapat mengakhiri perkara 
antara pihak-pihak dan berlaku sebagai putusan hukum yang telah mempunyai 
hukum tetap. 
Esensi akta perdamaian menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah akta 
yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan 
kesepakatan perdamaian tersebut tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun 
luar biasa. 
Kekuatan hukum akta perdamian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata 
dan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. 
a. Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap.  
Menurut pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di antara pihak 
di mana kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun 
ditegaskan pada kalimat terakhir pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta 
perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap.  
b. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial 
Penegasan ini disebut dalam pasal 130 ayat (2) HIR, kalimat terakhir 
tersebut menegaskan, putusan akta perdamaian berkekuatan eksekutorial 
(executorial kracht) sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 
c. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding 
Hal itu ditegaskan dalam pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta 
perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut 
tertutup untuk upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan 
ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah 
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berkekuatan hukum tetap, telah berakhir upaya hukum. Dalam Putusan MA No. 
975 K/Sip1973 yang mengatakan bahwa berdasarkan pasal 154 RBg/130 HIR, 
putusan perdamaian atau acte van vergelijk merupakan suatu putusan yang 
tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.
26
 
 
B. Mediasi dalam Pendekatan Maslahat 
Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dalam rangka 
memelihara tujuan-tujuan syara‟, Pengadilan Agama melakukan berbagai 
terobosan hukum yang penuh dengan kemaslahatan seperti halnya diadakannya 
sidang mediasi, dimana dalam pelaksanaan mediasi tujuan syara‟ seperti menjaga 
agama, keturunan dan juga menjaga harta, begitu juga tujuan-tujuan syara‟ yang 
terkandung dalam mediasi. Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian 
sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat 
kita. Pola-pola penyelesaian sengketa melalui Hakim perdamaian pada prinsipnya 
adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula 
budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya Islah dan 
Hakam dalam penyelesaian sengketa. 
Mediasi dapat memberikan sejumlah kemaslahatan atau manfaat antara 
lain: 
1. Mediasi diharapkan menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif 
murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan 
atau ke lembaga arbiterase.  
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan 
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, 
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada  hak-hak hukumnya.  
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M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 279-281. 
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3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara 
langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.  
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol 
terhadap proses dan mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbiterase 
sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsesus.  
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan 
saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa 
karena mereka sendiri yang memutuskan.  
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir 
selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan 
oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbiterase.27 
 
C. Hukum Kewarisan Islam 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 
Secara bahasa, kata waratsa asal kata kewarisan digunakan dalam al-
Qur‟an. Dalam al-Qur‟an dan dirinci dalam sunnah Rasulullah Saw., Hukum 
kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata waratsa memiliki beberapa arti; 
mengganti, memberi, dan mewarisi.
28
 
Secara terminologi, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang yang 
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 
menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-
masing.
29
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Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
h. 24-26. 
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Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2015), 
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Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 1. 
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Mawaris atau warisan dinamakan juga dengan Al-Faraidh, artinya bagian-bagian 
harta mayit yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka yang berhak menerimanya.
30
 
Menurut Subekti, Hukum waris adalah peraturan yang mengatur 
perpindahan kekayaan seseorang meninggal dunia kepada satu atau beberapa 
orang lain.
31
 
Kewarisan merupakan peralihan harta benda atau harta kekayaan berupa 
tirkah
32
 dari pewaris kepada ahli waris dengan mengikuti aturan hukum yang 
berlaku.
33
 
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagian masing-masing.
34
 
Berdasarkan uraian penjelesan mengenai pengertian yang dikemukakan 
di atas hampir memiliki kesamaan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum 
kewarisan adalah hukum tentang berpindahnya hak pemilikan harta tirkah 
pewaris, menentukan siapa saja yang dapatjadi ahli waris, dan berapa bagiannya 
masing-masing. 
Dasar hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan yaitu: 
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Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan 
lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 608. 
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a) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49. 
b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-
214. 
Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam 
hukum Islam berpedoman pada ayat-ayat al-Qur‟an sebagai berikut: 
a) Q.S. al-Nisa/4:7. 
                        
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Terjemahnya:                                                                                                                                                                  
 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
 kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
 peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
 bahagian yang telah ditetapkan”.35 
b) Q.S. al-Nisa/4:11 
 
 َََََ َ  َ َ   ََ  ََ َ
 َ   َ  َ  ََ ََ  ََ  َ َ  ََ   َ
 َ  َ َََ َََ َ ََ  َ َ َ َ
 َ  َ َ َ ََ  ََ َ  َ  َ ََ َ
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 َ  َ َََ ََ  َ     ََ  َ َ  َ
َََ   َ َََ َََ  ََ 
Terjemahnya: 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu.yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua 
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 
dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya 
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari 
Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
36
 
 
Ayat di atas merupakan ketentuan mengenai bagian ahli waris di mana 
anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan atau 2:1, jika ahli waris 
terdiri dari beberapa anak perempuan maka bagiannya ⅔ tapi jika hanya seorang 
saja ½. Bagi ayah/ibu masing-masing mendapat ⅙ jika ada anak, jika tidak ada 
anak ibu mendapat ⅓. Jika tidak ada anak tapi ada saudara maka ibu mendapat ⅙. 
 
c) Q.S. al-Nisa/4:12. 
 
                          
                       
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                     
                 
                      
                    
                      
                   
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika Isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.37 
 
                                                             
37
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya, h. 79. 
 
28 
 
 
 
Ayat di atas merinci bagian suami jika tidak ada anak, maka mendapat ½ 
tetapi jika ada anak mendapat ¼. Bagian istri jika tidak ada anak mendapat ¼ 
tetapi jika ada anak mendapat ⅛. Ayat di atas juga menentukan pembagian harta 
jika pewaris mati kalalah dan bagian yang didapat oleh seorang saudara dan 
seorang saudari masing-masing ⅙. Jika sadara lebih dari seorang maka mereka 
berserikat mendapat ⅓. Para ulama sepakat bahwa saudara yang dimaksud pada 
ayat di atas adalah saudara seibu. 
d) Q.S. al-Nisa/4:176 
                        
                                
                           
                               
Terjemahnya: 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal 
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 
Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang 
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta 
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara 
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang 
saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah 
menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu”.38 
Ayat di atas menjelaskan kewarisan atas pewaris yang mati kalalah dan 
bagian seorang saudari adalah ½. Jika yang mati kalalah adalah seorang saudari 
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perempuan dan dia memiliki saudara laki-laki atau lebih, maka dia mewarisi 
seluruh hartanya. Jika pewaris mati kalalah dan memiliki dua orang saudari 
perempuan, maka mereka mendapat ⅔. Tetapi jika pewaris itu memiliki saudara 
laki-laki dan saudari perempuan, maka seorang laki-laki mendapat bagian lebih 
besar dari bagian seorang perempuan. Para ulama sepakat bahwa saudara yang 
dimaksud dalam ayat di atas adalah saudara sekandung atau seayah. 
 
 
2. Asas-asas Kewarisan Islam 
   Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal 
dari sistem kewarisan yang bersangkutan. Adapun yang menjadi asas dalam 
sistem kewarisan Islam yaitu:
39
 
a. Asas Berlaku dengan Sendirinya (Ijbari) 
Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris 
berlaku dengan sendirinya. Pemindahan ini semata-mata karena akibat kematian 
orang yang punya harta. Asas ijbari hukum kewarisan dapat dilihat dari beberapa 
segi lain, yaitu: 
1) Segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. 
2) Segi jumlah harta yang sudah ditentukan untukmasing-masing ahli waris, 
dan 
3) Segi mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan itu, yang 
sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan 
darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris. 
b. Asas Bilateral-Individual 
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Yang dimaksud dengan asas ini yaitu asas di mana tiap ahli waris baik 
laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat 
ayah maupun ibu, sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli 
waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan. 
c. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga 
Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan 
berkemungkinan mencakup banyak ahli waris, bukan hanya anak saja yang dapat 
ahli waris tetapi lebih luas lagi pada suami atau isteri, orang tua, saudara-saudara 
bahkan cucu ke bawah. Walaupun cakupan pembagian warisan meluas tapi tetap 
dalam lingkungan keluarga, tetap diadakan keutamaan baik untuk mendapat 
warisan maupun dari segi bagian-bagiannya. 
d. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian 
Hukum warisan Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan 
warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak masih kecil dan mereka 
yang sudah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapat warisan. 
Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan didapat ahli waris. Hal ini 
disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban kewajiban yang harus ditunaikan 
dalam keluarga.  
e. Asas Keadilan Berimbang 
Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa 
terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hakyang diperoleh 
seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan 
mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing 
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. 
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3. Hubungan Kewarisan 
Harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak serta merta dapat 
dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada hubungan yang menyebabkan 
terjadinya kewarisan. Adapun sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan yaitu:
40
 
a. Hubungan Keluarga (Nasab) 
Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya 
(haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi (yang kekeluargaan 
yang disebabkan oleh pembebasan budak). Hubungan keluarga atau nasab haqiqi 
ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara, paman, bibi dan 
lainnya, di mana hubungan itu dapat dihubungkan kepada orang tua. 
b. Hubungan Perkawinan 
Seorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, 
karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami 
dengan isteri atau sebaliknya. 
c. Hubungan Agama (Sesama Muslim) 
Dalilnya hadis Nabi Muhammad Saw.: “Orang Islam tidak mewarisi 
orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR. 
Jama‟ah). Bila seorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta 
peninggalanya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.  
d. Hubungan Wala‟ (Sebab Memerdekakan budak) 
Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, 
tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam 
datang, perbudakan bertentangan dengan syariat Islam. 
 
 
                                                             
40
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, h. 27-28. 
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4. Unsur-unsur Kewarisan 
Berdasarkan uraian dari berbagai macam pengertian yang dikemukakan 
di atas, maka ada 3 hal yang menjadi unsur dalam kewarisan, yaitu:
41
 
a. Ada Pewaris 
Orang yang meninggalkan harta warisan disebut Pewaris. Pewaris yaitu 
orang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia atau mati. Dalam hukum waris 
Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan harta warisan dan ahli 
waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan 
pengalihan hakatas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada  
keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan 
mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun 
pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya. Menurut sistem 
hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, 
telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang 
diwarisi harus beragama Islam. 
b. Ada harta warisan 
Harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli warisnya yaitu sejumlah 
harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, 
artinya harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-
utang, pengurusan perlengkapan jenazah dan lain-lain yang diakibatkan dari 
meninggalnya si pewaris. Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak 
semua harta peninggalan menjadi harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris. 
Karena harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat 
secara mutlak. 
c. Ada Ahli Waris 
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Abdillah Mustari, Hukum Waris (Perbandingan hukum Islam dan Undang-Undang 
Hukum Perdata Barat) (Cet. I; Gowa: Alauddin University Press, 2014), h. 39. 
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Adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang 
hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris, baik karena penunjukan undang-
undang (Ab-Intestato) maupun karena pewasiatan (testamenter). Ahli waris dalam 
hukum Islam yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhak untuk 
menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan 
kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, beragama Islam dan tidak terhalang 
karena hukum untuk menjadi ahli waris. 
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D. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediasi dalam Lembaga Peradilan 
Perkara Kewarisan Berhasil dimediasi di 
Pengadilan Agama Bima dan dibuatkan 
Akta Perdamaian 
Mediasi Perkara Kewarisan di 
Pengadilan Agama Bima 
1. Proses Penyelesaian Sengketa 
Waris pada Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. 
2. Tinjauan Hukum Islam 
terhadap praktik Mediasi 
Waris Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. 
Peran dan Fungsi 
Mediator 
I‟tikad baik Para 
Pihak 
Dasar Hukum 
Mediasi: 
Pasal 130 HIR, Pasal 
154 RBg 
PERMA No. 1 
Tahun 2008  
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BAB III 
METEDOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber 
dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi yang diteliti 
dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.  
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di 
Pengadilan Agama Bima Kelas 1B karena pengadilan tersebut mempunyai 
wewenang menangani perkara kewarisan yang terlebih dahulu harus melewati 
tahap  mediasi. Dan putusan perkara yang diteliti, satu-satunya perkara yang 
berhasil dimediasi dari tahun 2015-2017. Selain itu, Pengadilan Agama Bima 
Kelas 1B memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan 
informasi demi terpenuhinya  tujuan penelitian peneliti. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif dan Yuridis. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah yang 
berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur‟an, hadis, 
maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan mediasi dalam penyelesain 
sengketa waris perspektif hukum Islam yang mengangkat kasus dari putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Pendekatan Yuridis berupa perundang-undangan dan 
peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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C. Sumber Data 
1. Data Primer42 
Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,
43
 di 
antaranya adalah sumber rujukan tertulis berupa putusan perkara waris No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan. 
2.   Data Sekunder
44
 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. 
3.   Data Tersier 
     Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan ensiklopedia. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 
penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni: 
1. Observasi 
Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bima Kelas I B, Dalam hal ini 
pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan putusan.  
                                                             
42
Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 30. 
 43Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105. 
44
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-hasil 
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, h. 30. 
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2. Interview  
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer 
lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 
informasi dari narasumber. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara 
dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B Bima guna 
memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mediasi 
sengketa kewarisan. 
3. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang 
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan 
data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti 
adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kewarisan, seperti akta 
perdamian, putusan pengadilan, laporan perkara yang masuk dan diputus tahunan, 
dan lain sebagainya. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji 
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur 
apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin 
diungkapkan. 
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Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.
45
 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat 
tentang bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif 
hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM). Adapun instrumen 
pengumpulan data yang digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan- 
pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh data atau informasi. Informasi dapat 
diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para 
hakim, mediator dan panitera Pengadilan Agama Bima Kelas 1B. Selain dari pada 
itu peneliti juga memerlukan kamera, alat perekam suara (handphone), serta alat 
tulis menulis seperti pulpen dan buku dalam melaksanakan penelitian ini. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan 
menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi 
data yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari PA Bima dan bahan-bahan 
yang dibutuhkan tentang prosedur mediasi  waris dideskripsikan, dianalisis, dan 
disimpulkan  secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi 
ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan 
rujukan dalam menyelesaikan permasalahn hukum yang menjadi objek penelitian. 
                                                             
45
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D 
(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data.  
2. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, 
data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara 
sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, 
dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto- 
foto hasil observasi sebagai bahan  referensi.  
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BAB IV 
MEDIASI PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA BIMA 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bima 
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Bima (Mbojo) 
Sejarah pengadilan Agama Bima (mbojo) erat hubungannya dengan 
datangnya Islam di pulau sumbawa dan sejarah kerajaan Bima (mbojo) itu sendiri. 
Oleh karena kedatangan Islam di Bima (mbojo) terjadi sejak zaman kolonial 
belanda. 
Setelah kemerdekaan, sebagaimana Pengadilan Agama pada umumnya 
pada mulanya pengadilan Agama Bima (mbojo) „bagian‟ merupakan kantor 
Departemen Agama kabupaten Bima (mbojo). Dengan terbitnya penetapan 
menteri Agama No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari‟ah di sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat, 
maka bersama 32 Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Bima secara hukum 
resmi terbentuk. Sekalipun demikian secara de facto gedung Pengadilan Agama 
Bima (mbojo) baru berdiri pada tahun 1976. 
Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Bima: 
1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan 
Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura.  
2) Penetapan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Maluku, dan Irian Barat.  
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bima (Mbojo) 
VISI 
“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, 
efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi 
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pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi 
masyarakat serta mampu menjawab panggilan public”.  
MISI 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat;  
2) Mewujudkan Pengadilan Agama yang mandiri dan independen bebas dari 
campur tangan pihak lain;  
3) Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat;  
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses keadilan;  
5) Mewujudkan pengadilan agama yang efektif, efisien, bermartabat dan 
dihormati;  
6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan 
transparan. 
3. Wilayah Yurisdiksi  
Kota Bima (Mbojo) 
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Bima (mbojo) adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau 
Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara 
geografis Kota Bima (mbojo) terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 
118°41‟00”-118°48‟00” Bujur Timur dan 8°20‟00”-8°30‟00” Lintang Selatan. 
Kota Bima (mbojo) terdiri dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Raba, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan 
Asakota. 
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:  
Utara        : Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima 
Selatan     : Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima 
Barat        : Teluk Bima 
Timur       : Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima  
Kabupaten Bima (Mbojo) 
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Kabupaten Bima (mbojo) adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara 
Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha. Kabupaten Bima (mbojo) merupakan 
salah satu Daerah Otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terletak di ujung 
timur dari Pulau Sumbawa bersebelahan dengan Kota Bima (mbojo)  (pecahan 
dari Kota Bima). Secara geografis Kabupaten Bima (mbojo) berada pada posisi 
117°40”-119°10” Bujur Timur dan 70°30” Lintang Selatan.  
Kabupaten Bima (mbojo) memiliki 18 kecamatan, yakni :  
1) Kecamatan Ambalawi  
2) Kecamatan Belo  
3) Kecamatan Bolo  
4) Kecamatan Donggo  
5) Kecamatan Lambitu  
6) Kecamatan Lambu  
7) Kecamatan Langgudu  
8) Kecamatan Madapangga  
9) Kecamatan Monta  
10) Kecamatan Palibelo  
11) Kecamatan Parado  
12) Kecamatan Sanggar  
13) Kecamatan Sape  
14) Kecamatan Soromandi  
15) Kecamatan Tambora  
16) Kecamatan Wawo  
17) Kecamatan Wera  
18) Kecamatan Woha 
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4. Struktur Organisasi 
 
 
Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
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B. Proses Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi dalam Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm 
1. Mediasi Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Bima 
Proses pendaftaran pengadilan itu sendiri didahului dengan mengajukan 
surat gugatan kepada Panitera Pengadilan Agama. Ketika surat telah diterima 
diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan membuat SKUM (Surat kuasa 
Untuk Membayar). Kemudian perkara diberi nomor perkara sesuai dengan nomor 
SKUM, lalu panitera menyerahkan perkara kepada ketua Pengadilan Agama 
melalui wakil panitera atau juga boleh melalui panitera.  
Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh Hakim Mediator 
di Pengadilan Agama Bima Kelas IB sama dengan proses mediasi pada umumnya, 
dan ses  uai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur 
mediasi sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang pada 
intinya keharusan melaksanakan mediasi, karena bila tidak melaksanakan mediasi, 
maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.
46
 Berdasarkan hasil 
wawancara peneliti bahwa mediasi sangat penting sekali untuk menghindari 
terjadinya penumpukan perkara, jika perkara diselesaikan dengan mediasi artinya 
perkara diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
47
 
Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan 
mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan 
secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat 
dari mediator, sebagai berikut : 
 
                                                             
46
Drs. H. Muhidin, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara, tanggal 12 
Oktober 2017. 
47
Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Bima, 
Wawancara, tanggal 03 Oktober 2017.  
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a. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak. 
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.  
c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.  
d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap 
kesepakatan para pihak.  
e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun 
hasilnya.
48
          
Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh 
karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses 
mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam 
Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Bima yang dapat peneliti 
sajikan melalui tabel di bawah ini. 
Daftar Nama Mediator Pengadilan Agama Bima Kelas 1B 
No Nama Pendidikan Jabatan 
1 Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, M.H S2 Hakim Madya Utama 
2 Drs. H. Muhidin, M.H. S2 Hakim Madya Utama 
3 Drs. Latif S1 Hakim Madya Muda 
4 Mulyadi, S.Ag. S1 Hakim Madya Muda 
5 Lutfi Muslih, S.Ag., M.Ag. S2 Hakim Pratama Madya 
6 Muhamad Isna Wahyudi, S.HI., M.SI. S2 Hakim Pratama Madya 
Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bima Kelas 1B Tahun 2017 
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Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional 
(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 64-65. 
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Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang mediator, 
selanjutnya peneliti melihat kualifikasi mediator pada pasal 13 ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) sebagai berikut: 
(1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah 
mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah agung atau lembaga yang telah memperoleh 
akreditasi dari Mahkamah Agung. 
(2) Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat 
menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan 
jumlah Mediator yang bersertifikat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan 
pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung. 
Pada pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di pengadilan, 
berdasarkan wawancara peneliti bahwa hanya 1 (satu) mediator yang memiliki 
sertifikat mediator, yaitu Drs. H. Muhidin, MH., sehingga hakim mediator yang 
belum bersertifikat dimasukkan dalam daftar mediator yang telah ditetapkan oleh 
Ketua Pengadilan Agama Bima.  
Hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan 
karena kurangnya biaya sehingga belum mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan Mahkamah Agung RI.
49
 Pelatihan mediator sangat terbatas 
jumlahnya karena diselenggarakan Mahkamah Agung RI secara nasional sehingga 
pesertanya sangat  terbatas.  
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Dalam hal ini dapat dilihat, tahap pelaksanaan mediasi sengketa 
kewarisan di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B terbagi menjadi 3 yaitu tahap pra 
mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi; 
1. Tahap Pra Mediasi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Isna, sebagai 
hakim sekaligus mediator di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B, menyatakan 
bahwa setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim 
berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara
50
. Apabila para 
pihak tidak bisa didamaikan oleh majelis hakim sebelum masuk pada pokok 
perkara sengketa kewarisan maka para pihak yang bersengketa wajib mengikuti 
proses mediasi sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan mahkamah agung. 
Sebagaimana yang dituturkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bima Bapak 
Moh. Faishol Hasanuddin, Pertama  mediasi diawali dengan pemberian penjelasan 
kepada para pihak tentang prosedur mediasi. Di mana mereka bisa memilih 
mediator dari luar, maka mereka harus menanggung biaya, tapi jika mediator 
internal maka tidak menambah biaya. Atas pemberian penjelasan tersebut maka 
para pihak menandatangani surat pernyataan bahwa telah diberikan penjelasan 
yang cukup mengenai mediasi.
51
 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (6) 
Perma No. 1 tahun 2008 bahwa: 
“Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para 
pihak yang bersengketa”.52 
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Pengadilan. 
49 
 
 
 
Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
disebutkan mengenai daftar mediator
53
, sebagai berikut: 
a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan 
menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) 
nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau 
pengalaman para mediator.  
b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiiliki 
sertifikat dalam daftar mediator.  
c. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang 
bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat 
ditempatkan dalam daftar mediator.  
d. Mediator bukan hakim yang bersetifikat dapat mengajukan permohonan 
kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar 
mediator pada pengadilan yang bersangkutan.  
e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua 
Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.  
f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan memperbaharui 
daftar mediator.  
g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar 
mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi 
tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan 
pelanggaran atas pedoman perilaku. 
Ketentuan mengenai mediator yaitu mediator seharusnya bersertifikat 
sebagai mediator, sejalan dengan ketentuan dalam perma No. 1 tahun 2016 
tentang mediasi di mana mediator harus bersertifikat, namun dalam keadaan 
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 PERMA NO. 1 Tahun 2008. 
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mediator yang bersertifikat tidak terpenuhi di pengadilan Agama bisa oleh hakim 
yang tidak menangani perkara tersebut.
54
  
Berdasarkan yang dituturkan oleh Bapak Moh. Faishol Hasanuddin, 
ketua  pengadilan Agama Kelas IB Bima, menyatakan bahwa di Pengadilan 
Agama Bima keterbatasan mediator. Jangankan yang bersertifikat, sedangkan 
hakim saja banyak yang mengalami kendala. Jadi idealnya Pengadilan Agama 
kelas IB harus ada 12 hakim tapi karena hanya ada 5 orang hakim di mana satu 
hakim memiliki kesehatan yang tidak prima, dan hakim yang satu juga dinas di 
luar daerah.
55
  
Apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam memilih mediator dan 
diserahkan kepada Majelis Hakim Untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu 
juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi 
dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.  
Proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang 
berpekara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan 
dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.
56
 
Setelah itu maka mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi akan 
diserahkan kepada mediator dan para pihak yang berperkara selama proses 
persidangan ditunda oleh majelis hakim sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 
ayat (5) perma No. 1 tahun 2008. 
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2. Tahap Pelaksanaan Mediasi 
Setelah itu para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator 
tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat 
penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk 
diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah 
mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi 
untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang 
telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani 
kepada para pihak. Dan apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan 
sendiri dengan salah satu pihak (kaukus)
57
 untuk mendapatkan keterangan lebih 
lengkap. Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan 
kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. 
Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat 
tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak menunjukan itikad yang 
tidak baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa 
harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan. Di Pengadilan Agama 
Bima Kelas IB sendiri hanya terdapat satu ruang khusus mediasi dan jadwal 
pelaksanaan mediasi adalah pada hari senin, selasa, rabu, dan kamis setiap jam 
09:30-12:00 WIB.  
Menurut ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 mengenai jangka waktu 
mediasi diberikan selama 40 hari, tapi pelaksanaanya disini hanya selama 15 hari, 
dan apabila kesepakatan tidak tercapai maka hakim dapat memperpanjangnya 
lagi. Hal ini tergantung dari laporan mediator tentang hasil mediasi kepada hakim, 
apakah mediasi telah dinyatakan berhasil atau gagal ataupun mau diperpanjang 
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lagi. Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Isna‟, bahwa dalam 
jangka waktunya selama 40 hari dengan waktu tambahan 14 hari dalam perma 
No. 1 tahun 2008. Sedangkan dalam perma No. 1 tahun 2016 waktu pelaksanaan 
mediasi selama 30 hari dengan waktu tambahan 30 hari. 
Pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para 
pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator berupaya 
untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka dapat 
diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua belah pihak 
sebagaimana perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM yang peneliti teliti. Karena 
ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan 
malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak karena sengketa waris ini tidak 
dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator di sini hanya memberikan solusi,  
yang terbaik bagi para pihak yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap 
menjaga keutuhan tali persaudaraan atau kerabat dan bahkan memperbaiki 
hubungan mereka antara keluarga yang sedang tegang. Selain melakukan proses 
mediasi, yang mempertemukan kedua belah pihak dan mediator, para pihak juga 
dapat melakukan pertemuan dengan mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, 
pertemuan ini disebut dengan kaukus. Tujuannya adalah memberikan kesempatan 
kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, karena 
kepentingan tersebut tidak ingin didengar oleh pihak lawannya.  
Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi 
gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses 
mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan dibuatkan akta perdamaian. 
Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim 
Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti.
58
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3. Tahap implementasi Hasil Mediasi 
a. Laporan mediasi gagal 
Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para 
pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan 
memberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam permasalahan 
waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta 
warisan sesuai hukum Islam dan bukan kewarisan adat. Sesuai dengan pembagian 
masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu 
mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat.
59
 Bila para pihak 
tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator 
akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada 
Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap 
pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.  
b. Laporan proses mediasi berhasil 
Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat 
di antara para pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan 
menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. 
Setelah itu, para pihak akan menandatangani akta perdamaian dan majelis hakim 
akan memberikan putusan perdamaian  karena para pihak telah berdamai. 
  Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, 
apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah 
dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai 
sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.
60
 Menurut pasal 1851 KUHPerdata, 
                                                             
59
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perdamaian (dading) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, 
dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 
perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
61
 
karena dalam suatu perkara waris pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta 
perdamaian oleh kedua belah pihak. 
Terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2017  
perkara kewarisan yang masuk dan yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima 
sebanyak 55 perkara, dengan jenis perkara gugatan waris sebanyak 30 perkara dan 
permohonan penetapan pembagian harta peninggalan (P3HP) sebanyak 25 
perkara. Perkara waris yang diputus dari tahun 2015 sampai september 2017 ada 
43 perkara dengan jenis gugatan waris sebanyak 21 perkara dan P3HP 22 
perkara.
62
 Dari 21 data perkara gugatan waris yang diputus, 1 (satu) perkara dapat 
diselesaikan melalui mediasi dan dapat mencapai kesepakatan damai.
63
 Perkara 
gugatan waris yang telah diselesaikan pengadilan Agama Bima melalui mediasi 
ditemui pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm  tahun 2015. Perkara tersebut 
diselesaikan melalui beberapa kali proses mediasi dan persidangan hingga para 
pihak dapat berdamai.
64
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DAFTAR PERKARA KEWARISAN (P3HP/ Penetapan Ahli Waris)  
TAHUN 2015-2017 
No 
Jumlah Perkara 
yang diterima 
Nomor Perkara 
Jumlah Perkara 
yang diputus 
1 
S
eb
an
y
ak
 2
5
 p
er
k
ar
a 
 
0006/Pdt.P/2015/PA.Bm 
S
eb
an
y
ak
 2
2
 P
er
k
ar
a 
 
2 0007/Pdt.P/2015/PA.Bm 
3 0025/Pdt.P/2015/PA.Bm 
4 0119/Pdt.P/2015/PA.Bm 
5 0204/Pdt.P/2015/PA.Bm 
6 0210/Pdt.P/2015/PA.Bm 
7 0217/Pdt.P/2015/PA.Bm 
8 0233/Pdt.P/2015/PA.Bm 
9 0236/Pdt.P/2015/PA.Bm 
10 0296/Pdt.P/2015/PA.Bm 
11 0317/Pdt.P/2015/PA.Bm 
12 0007/Pdt.P/2016/PA.Bm 
13 0008/Pdt.P/2016/PA.Bm 
14 0009/Pdt.P/2016/PA.Bm 
15 0015/Pdt.P/2016/PA.Bm 
16 0017/Pdt.P/2016/PA.Bm 
17 33/Pdt.P/2016/PA.Bm 
18 110/Pdt.P/2016/PA.Bm 
19 203/Pdt.P/2016/PA.Bm 
20 232/Pdt.P/2016/PA.Bm 
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21 
 
243/Pdt.P/2016/PA.Bm 
 
22 2/Pdt.P/2017/PA.Bm 
23 146/Pdt.P/2017/PA.Bm 
24 1111/Pdt.P/2017/PA.Bm 
Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Agama Bima Kelas 1-B. 
 Tabel di atas mengenai daftar perkara kewarisan (P3HP/Penetapan Ahli 
Waris) dari tahun 2015, 2016, dan 2017 menunjukan bahwa jumlah perkara yang 
diterima sebanyak 25 perkara tapi dalam tabel hanya 24 perkara yang 
dicantumkan karena 1 perkara belum masuk dalam SIPP. sedangkan jumlah 
perkara yang diputus sebanyak 22 perkara. 
 
DAFTAR PERKARA KEWARISAN (Gugatan Waris) TAHUN 2015-2017 
No 
Jumlah Perkara 
yang diputus 
Nomor Perkara 
Jumlah Perkara 
yang Berhasil 
Dimediasi 
1 
S
eb
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y
ak
 2
1
 p
er
k
ar
a 
y
an
g
 d
ip
u
tu
s 
0076/Pdt.G/2015/PA.Bm 
1
 p
er
k
ar
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b
er
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il
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ed
ia
si
 
(0
4
7
6
/P
d
t.
G
/2
0
1
5
/P
A
.B
m
) 2 0123/Pdt.G/2015/PA.Bm 
3 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm 
4 0653/Pdt.G/2015/PA.Bm 
5 1104/Pdt.G/2015/PA.Bm 
6 1215/Pdt.G/2015/PA.Bm 
7 1646/Pdt.G/2015/PA.Bm 
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8 1579/Pdt.G/2015/PA.Bm 
9 0076/Pdt.G/2015/PA.Bm 
10 355/Pdt.G/2016/PA.Bm 
11 410/Pdt.G/2016/PA.Bm 
12 1207/Pdt.G/2016/PA.Bm 
13 1208/Pdt.G/2016/PA.Bm 
14 1298/Pdt.G/2016/PA.Bm 
15 1676/Pdt.G/2016/PA.Bm 
16 1867/Pdt.G/2016/PA.Bm 
17 1885/Pdt.G/2016/PA.Bm 
18 57/Pdt.G/2017/PA.Bm 
19 273/Pdt.G/2017/PA.Bm 
20 460/Pdt.G/2017/PA.Bm 
21  721/Pdt.G/2017/PA.Bm  
22 857/Pdt.G/2017/PA.Bm 
23 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm 
24 1130/Pdt.G/2017/PA.Bm 
25 1197/Pdt.G/2017/PA.Bm 
26 1353/Pdt.G/2017/PA.Bm 
27 1586/Pdt.G/2017/PA.Bm 
Sumber Data: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan                       
Agama Bima Kelas 1-B. 
Berdasarkan tabel daftar perkara kewarisan (gugatan waris) dari tahun 
2015 sampai 2017, bahwa jumlah perkara yang diputus sebanyak 21 perkara 
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sedangkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara yaitu perkara 
Nomor 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. Jadi dari 21 perkara yang diputus hanya 1 
perkara yang berhasil dimediasi, peneliti dapat mempersentasekan menjadi 4,76% 
sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi 20 perkara jika dijadikan 
persen yaitu 95,24%. berdasarkan persentase perkara yang dimediasi tersebut, 
maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara 
gugatan waris di pengadilan Agama Bima masih sangat rendah. 
Dalam tabel diatas, hanya 27 perkara yang dicantumkan nomor perkaranya 
dari 30 perkara yang terdaftar 3 perkara tidak tercantum karena belum dimasukan 
dalam SIPP Pengadilan Agama Bima.  
                          
   2. Proses Mediasi Perkara Waris pada Putusan No.         
         0476/Pdt.G/2015/PA.Bm 
Dalam perkara waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm pada sidang lanjutan 
yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama Bima pada hari senin 11 
Mei 2015 yang dihadiri kuasa para penggugat, tergugat I, dan tergugat II tidak 
menghadap ke persidangan. Kemudian majelis hakim berusaha 
menasehati/mendamaikan penggugat melalui kuasanya dan tergugat I agar perkara 
Gugatan Waris tersebut dapat diselesaikan dengan secara damai dan secara 
kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mufakat di luar sidang pengadilan, 
namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis menyatakan bahwa sebelum 
pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. Jo. Perma No. 
1 Tahun 2008, maka kedua belah pihak terlebih dahulu menjalani proses mediasi 
oleh mediator dan ketua majelis mempersilahkan kepada para pihak untuk 
memilih mediator. Lalu atas persetujuan Kuasa Penggugat dan Tergugat I ketua 
majelis Pengadilan Agama Bima telah menunjuk Drs. Mukhtar, S.H., M.H. yang 
59 
 
 
 
juga merupakan wakil ketua pengadilan Agama Bima untuk menjadi mediator 
dalam upaya mediasi antara para penggugat dan para tergugat dengan penetapan 
NO. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM. tanggal 11 Mei 2015.
65
  
Berdasrkan hasil wawancara peneliti dengan ketua majelis yang 
menangani perkara tersebut bahwa perkara waris tersebut sudah lama 
disengketakan di Pengadilan Negeri Raba Bima lebih kurang 20 tahun sampai ke 
tingkat kasasi.
66
 karena yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang 
lain.  
Setelah mediatornya ditetapkan, maka proses mediasi diserahkan kepada 
mediator untuk menentukan kapan waktu pelaksanaaan mediasinya. Berdasarkan 
wawancara peneliti dengan hakim mediatornya, para pihak dipanggil secara dinas 
oleh mediator melalui jurusita, maka pada waktu yang telah ditentukan para pihak 
dipanggil masuk diruangan mediasi dan disampaikan antara lain persyaratan 
mediasi, keuntungan kalau mediasi berhasil.
67
 Dalam proses mediasinya, mediator 
melakukannya secara kaukus yaitu pertemuan yang dilakukan dengan salah satu 
pihak tanpa dhadiri oleh pihak lain. Di mana mediator melakukan pertemuan 
dengan penggugatnya dulu kemudian tergugat. Pertemuan dilakukan secara 
terpisah untuk mendengarkan kedua belah pihak. 
Tentang duduknya perkara, Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 
dalam surat gugatan itu di jelaskan bahwa Nurlaela binti H. M. jafar Abdullah, Hj. 
Hajnah binti H. M. jafar Abdullah, Tangaya binti H. M. jafar Abdullah, 
Syahbudin bin H. M. jafar Abdullah,  Muh. Rum Saleh bin H. M. jafar Abdullah 
(Penggugat I, II, III, IV, dan V) dan H. Tajudin bin H. M. jafar Abdullah, Rusnah 
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Berita Acara Sidang Perkara Gugatan Waris No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM. 
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Drs. Mulyadi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Bima, Wawancara (tanggal 04 Oktober 
2017). 
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Mukhtar Gani, selaku mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima, Wawancara 
melalaui Handphone, tanggal 12 Oktober 2017. 
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binti H. M. jafar Abdullah (Tergugat I, dan II) adalah saudara kandung. Bahwa 
orang tua dari penggugat dan tergugat bernama H. M. jafar Abdullah telah 
meninggal dunia pada 17 Juni 2011 dan Siti Aminah binti Yahya telah meninggal 
dunia pada 7 Juli 2002. Selain meninggalkan ahli waris anak kandung sebanyak 7 
orang, almarhum meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, dan tanah 
kebun. Para penggugat mengajukan gugatan waris dengan menggunakan jasa 
pengacara yang juga merupakan penggugat. Setelah almarhum meninggal, harta 
warisan tersebut belum dibagi karena masih disengketakan di pengadilan Negeri. 
Harta tersebut diurus oleh Muh. Rum Saleh atau penggugat V sebagai orang yang 
telah diamanatkan/diberi kuasa oleh pewaris yang telah lama dikuasai oleh orang 
lain (Mustakim dkk) dan baru pada 28 januari 2015 dieksekusi oleh Pengadilan 
Negeri Raba Bima.  
Setelah itu, pertemuan berikutnya mediator melakukan pertemuan secara 
bersamaan antara kedua belah pihak para penggugat dan tergugat untuk 
memberikan kesimpulan masing-masing dalam bentuk resume, kemudian 
disatukanlah apa yang menjadi tawaran dari penggugat dan tergugat.  
Para pihak dalam perkara no. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. sudah berusaha 
menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, sebagaimana yang diungkapkan 
oleh bapak mediator dalam perkara tersebut;  
 
“jadi, semua perkara itu tidak mungkin diajukan sebelum ada penyelesaian 
secara kekeluargaan. Dalam permohonannya sudah diselesaikan secara 
kekeluargaan tapi tidak berhasil.  Semua perkara kewarisan dalam 
permohonannya, sudah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai 
ke pemerintah desa tapi tidak berhasil, makanya mereka masukan di 
pengadilan Agama”.68 
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Dalam pasal 13 ayat (3) Perma No. 1 tahun 2008 menentukan lama 
waktu untuk proses mediasinya selama 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 
hari jika diperlukan. Tapi dalam perkara gugatan waris No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm waktu yang digunakan dalam proses mediasinya hanya 
satu minggu (tujuh hari) dan proses mediasinya berhasil mencapai kesepakatan. 
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, di mana pada sidang lanjutan 
tanggal 11 Mei 2015 sidang ditunda untuk proses mediasi. Dan pada tanggal 16 
Mei 2015 kedua belah pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan 
bersama untuk berdamai dan pada tanggal 18 mei 2015 pada sidang lanjutannya 
untuk mendengarkan laporan hasil mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi 
dari Hakim Mediator No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 18 Mei 2015 bahwa 
mediasi antara para penggugat/kuasanya dan para tergugat telah dilaksanakan 
secara maksimal dan telah berhasil dengan kesepakatan kedua belah pihak yang 
berperkara untuk berdamai.
69
 
Antusiasme para pihak dalam perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dalam 
mengikuti proses mediasi tinggi. Hakim mediatornya mengatakan bahwa:  
 
“karena mediasinya berhasil artinya antusiasme para pihak tinggi dalam 
menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dari pada proses sidang. 
Karena kalau diselesaikan di luar perdamaian maka terjadi perpecahan di 
antara para keluarga itu, kalau damai sudah tidak terjadi lagi perpecahan, 
jadi antusiasmenya sangat tinggi”. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa para pihak dalam 
perdamaian itu merumuskan kesepakatan dalam pembagian warisannya tidak 
berdasarkan pada ketentuan hukum kewarisan Islam maupun hukum adat, 
sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Drs. Mukhtar, S.H., M.H selaku mediator 
dalam perkara waris tersebut bahwa: 
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Data observasi dalam berita Acara Sidang Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. di 
Pengadilan Agama Bima, 15 Oktober 2017. 
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“kalau hukum kewarisan adat tidak berlaku di pengadilan, tapi diarahkan 
sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam sekalipun mengabaikan hukum. 
kalau damai dalam pembagian warisannya tidak sesuai hukum waris Islam 
2:1. Tapi tidak jadi masalah, yang penting tercapai perdamaian 
kesepakatan itu. Apakah melalui hukum adat atau tidak, tapi rata-rata itu 
berkaitan dengan hukum kewarisan Islam”.70  
Dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam akta perdamaian 
putusan 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dalam pasal (1) disebutkan bahwa persoalan 
mengenai harta warisan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
71
 Artinya, 
dalam pembagian harta warisan tersebut para pihak tidak membaginya 
berdasarkan ketentuan hukum waris Islam 2:1 walaupun sudah diarahkan oleh 
hakim mediatornya.  
Setelah kesepakatan para pihak dirumuskan dengan dibantu oleh 
mediator, lalu mediator melaporkan hasil mediasi tersebut kepada majelis hakim 
yang menangani perkara tersebut bahwa telah berhasil dilakukan mediasi dengan 
usaha maksimal yang dilakukan di ruang mediasi pengadilan Agama Bima yang 
dihadiri oleh kuasa para penggugat dan tergugat I pada tanggal 18 Mei 2015. 
       
2. Hasil Mediasi dalam Putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm 
Apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi dan para pihak 
dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan dibantu oleh mediator maka 
kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu akta perdamaian. 
Dalam perkara kewarisan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm antara Nurlaela 
binti H. M. Jafar Abdullah, Hj. Hajnah  binti H. M. Jafar Abdullah, Tangaya binti 
H. M. Jafar Abdullah, Syahbudin bin H. M. Taher Abdullah, Muh. Rum Saleh, 
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S.H, sebagai Penggugat melawan H. Tajudin bin H. M. Jafar Abdullah, Rusnah 
binti H. M. Jafar Abdullah,  sebagai Tergugat. Bahwa mediasi telah dilaksanakan 
dengan usaha maksimal pada tanggal 18 Mei 2015, bertempat di ruang Mediasi 
Pengadilan Agama Bima yang dihadiri oleh kuasa para penggugat dan Tergugat I, 
bahwa mediasi tersebut telah berhasil. Untuk mengakhiri sengketa kedua belah 
pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 1 
Bahwa persoalan mengenai harta Warisan diselesaikan secara musyawarah 
mufakat.  
Pasal 2 
Bahwa disepakati untuk itu para pihak mendapat masing-masing bagian 
sebagaimana tersebut dibawah; 
I. Tanah Sawah So‟o Penatoi Kel. Penatoi Sebelah Selatan Jln. Gajah Mada 
Seluas 64 are. 
No Nama Penerima           Uraian Lokasi 
1. 
 
 
2.  
3.  
Rusnah Binti H.M. Jafar  
 
 
Syahbudin Bin H.M Jafar 
M. Rum Saleh, S.H 
Tanah Sawah 
 
 
Tanah Sawah 
Tanah sawah 
dikurangi dari luas 
tanah untuk Jasa 
Kuasa Hukum 6,4 
are 
So‟o Penatoi Kel. 
Penatoi Jln. Gajah 
Madah 
     SDA 
     SDA 
 
II. Tanah sawah So‟o Tolo Tando Kel. Matakando seluas 2,7 Ha 
No Nama Penerima           Uraian           Lokasi 
1. 
 
2.  
3.  
4. 
 
Syahbudin Bin H.M Jafar 
   
Rusnah Binti H.M. Jafar  
Nurlailah Binti H.M Jafar 
Hj. Hajnah Binti H.M. 
Jafar 
Tanah Sawah 
 
Tanah Sawah 
Tanah sawah  
Tanah sawah  
 
Tanah So‟o Tolo Tando 
Kel. Matakando 
     SDA 
     SDA 
 
      SDA 
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5. 
6. 
H. Tajudin Bin H.M. 
Jafar 
M. Rum Saleh, S.H 
Tanah sawah  
Tanah sawah  
dikurangi dari luas 
tanah untuk Jasa 
Kuasa Hukum 27 
are 
      SDA 
      SDA 
 
III. Tanah So‟o Penatoi Sebelah Timur Jln. Gatot Subroto Seluas 21 Ha 
No Nama Penerima           Uraian Lokasi 
1. 
 
 
 
2.  
3.  
H. Tajudin Bin H.M. 
Jafar 
  
 
Nurlailah Binti H.M Jafar 
M. Rum Saleh, S.H 
Tanah Sawah 
 
 
 
Tanah Sawah 
Tanah sawah 
dikurangi dari luas 
tanah untuk Jasa 
Kuasa Hukum 21 
are 
Tanah So‟o Penatoi 
Sebelah Timur Jln. 
Gatot Subroto Kel. 
Penatoi                   
          SDA 
          SDA 
 
 
IV. Tanah Sawah So‟o Santi Kel. Santi, Sebelah Barat Jln. Gatot Subroto Seluas 
±70 are 
No Nama Penerima           Uraian Lokasi 
1. 
 
 
 
 
 
2.  
 
Para ahli waris 
  
 
 
 
 
M. Rum Saleh, S.H 
Tanah tersebut di 
atas untuk dijual 
bersama oleh para 
ahli waris, dikurangi 
dari jasa kuasa 
hukum 7 are 
Tanah sawah 
dikurangi dari luas 
tanah untuk Jasa 
Kuasa Hukum 7 are 
Tanah So‟o Santi Kel. 
Santi sebelah barat Jln. 
Gatot Subroto Kel. 
Penatoi                   
 
          SDA 
 
 
V. Tanah Kebun So‟o Jenamawa/Oi Niu Kel. Dara Seluas ±1,4 Ha 
No Nama Penerima           Uraian Lokasi 
1. 
 
 
 
Para ahli waris 
  
 
 
Tanah Kebun 
tersebut di atas 
untuk dijual 
bersama oleh para 
Tanah So‟o Santi Kel. 
Santi sebelah barat Jln. 
Gatot Subroto Kel. 
Penatoi                   
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2.  
 
 
 
M. Rum Saleh, S.H 
ahli waris, dikurangi 
dari jasa kuasa 
hukum 14 are 
Tanah kebun 
dikurangi dari luas 
tanah untuk Jasa 
Kuasa Hukum 14 
are 
 
          
            SDA 
 
VI. Tanah Sawah So‟o Nonu desa Belo Kec. Palibelo 
No Nama Penerima           Uraian Lokasi 
1. 
 
 
 
Drs. Abdul Hafid M. 
Saleh 
  
 
Untuk Jasa 
Penanganan Perkara 
± 20 Tahun Perkara 
H.M. Jafar M. 
Abdullah 
Tanah sawah So‟o Nonu 
Desa Belo Kec. Palibelo 
 
 
Pasal 3 
Bahwa dengan terjadinya penyelesaian secara musyawarah mufakat atas harta 
warisan ini, maka antara pihak penggugat dan tergugat tidak ada lagi 
permasalahan mengenai harta-harta tersebut.  
Pasal 4 
Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara 
tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta 
perdamaian yang dituangkan dalam putusan.
72
 
Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan, yang berisi: 
Telah membaca surat perdamaian persetujuan tersebut di atas; 
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 
Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
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MENGADILI 
1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat 
tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di 
atas. 
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 401.000,- (Empat ratus seribu rupiah) masing-masing separuhnya; 
 
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Waris Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.  
1. Tinjauan Praktik Mediasi Waris Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm.  dengan Pendekatan Normatif   
Praktik mediasi dalam penyelesaian sengketa  kewarisan pada putusan 
No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm jika ditinjau secara normatif telah sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 
tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Diharapkan dengan berpedoman pada 
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara 
mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Bima Kelas IB dapat berjalan lancar 
dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak 
yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk 
menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat 
pertama. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam implementasi mediasi itu 
sendiri. 
Pada tahap pra mediasi dalam perkara waris pada putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.BM pada sidang pertama penggugat/kuasa hukumnya tidak 
hadir dengan alasan yang sah dan tergugat I hadir. Kemudian majelis hakim 
menunda sidang untuk melakukan panggilan sekali lagi kepada pihak 
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penggugat/kuasa hukumnya sebagaiman diatur dalam hukum acara peradilan 
agama.  
Pada sidang lanjutan para pihak hadir dalam persidangan, majelis hakim 
pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. 
Hakim mendorong para pihak atau kuasa hukumnya untuk berperan langsung 
dalam proses mediasi. Sebelum itu, majelis hakim sudah menjelaskan prosedur 
mediasi kepada para pihak, lalu majelis hakim menunda persidangan supaya para 
pihak menempuh proses mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Bab I 
pasal 7 ayat (1), (3), (5), (6) PERMA No. 1 Tahun 2008. 
Dalam pasal 8 disebutkan bahwa: 
“(1) Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: 
a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. 
b. Advokat atau akademisi hukum.”73 
Berdasarkan pasal di atas para pihak diberikan hak untuk memilih 
mediator, karena para pihak tidak memilih mediator maka majelis hakim atas 
persetujuan para pihak menunjuk Drs. Mukhtar, S.H.,M.H sebagai mediator 
dalam perkara No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, karena belum ada dari pihak luar 
yang memenuhi syarat
74
, seperti advokat atau akademisi hukum yang menjadi 
mediator di pengadilan Agama Bima. 
Para pihak menempuh proses mediasi dengan I‟tikad baik sehingga 
mampu mencapai perdamaian, hal ini telah sesuai dengan pasal 12 dalam PERMA 
No. 1 Tahun 2008. 
   Mengenai jangka waktu pelaksanaan mediasi dalam pasal 13 ayat (3) 
bahwa paling lama 40 hari kerja dan atas kesepakatan para pihak dapat 
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Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, h. 6. 
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Syarat untuk menjadi mediator berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah telah 
mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau 
lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung RI. 
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diperpanjang paling lama 14 hari kerja. Tapi dalam pelaksanaan proses mediasi 
perkara pada putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm lebih cepat yaitu selama satu 
minggu (lima hari kerja) berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian tidak 
membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak. Dengan cepat terjadinya 
perdamian, maka Asas penting yang menjadi landasan peradilan Indonesia adalah 
bahwa peradilan dilakukan dengan  sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 
ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dapat terlaksana. 
Tiga asas tersebut secara substansial adalah hal yang mendasari diletakkannya 
lembaga perdamaian dalam sistem peradilan sebagai lembaga yang krusial 
keberadaannya. Signifikansi perdamaian secara jelas bisa dilihat dalam Pasal 16 
ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara 
perdamaian”.75 
Mediator telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan 
pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008, dimana mediator membahas jadwal 
pertemuan mediasi kepada para pihak dan disepakati. Dalam proses mediasinya 
para pihak penggugat/kuasa hukumnya dan tergugat berperan langsung dalam 
mediasi. Dalam pelaksanaan mediasinya, salah satu taktik dan tekhnik dari 
mediator dengan mengadakan kaukus yaitu pertemuan dengan pihak penggugat 
kemian pihak tergugat secara terpisah kemudian dipertemukan secara bersamaan 
sehingga para pihak dapat bersepakat untuk damai.  
Kaukus telah diatur dalam Pasal 14 huruf e PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “menjelaskan bahwa mediator dapat 
mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya 
                                                             
75Pasal 16 ayat 1  UU no. 4 tahun 2004 berbunyi “pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
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(kaukus)”. Pertemuan terpisah merupakan aspek penting dalam proses mediasi 
yang sifatnya rahasia. 
Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan 
terpisah, misalnya: 
a. Untuk menggali hal-hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri 
pihak lawan. 
b. Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak 
dengan mediator. 
c. Dalam tahap kaukus moderator bisa membaca sejauh mana kesungguhan 
pihak yang bersengketa untuk berdamai. 
d. Untuk memberikan pendapat hukum terhadap sengketa yang dihadapi. 
e. Untuk mengarahkan para pihak supaya fokus pada perundingan yang 
konstruktif dan menghindari hal-hal yang kontra produktif bagi perundingan. 
f. Memungkinkan mediator dan para pihak yang bersengketa 
mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.
76
 
Pelaksanaan kaukus sifatnya tidak wajib, dilaksanakannya kaukus atau 
tidak semata-mata tergantung pada penilaian mediator apakah ada urgensi 
dilaksanakannya kaukus atau tidak.
77
 Yang harus diperhatikan mediator dalam 
kaukus adalah bahwa kaukus merupakan pertemuan terpisah antara mediator 
dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lain, maka rawan terjadinya kecurigaan. 
Jadi sebelum melakukan kaukus mediator harus membangun kepercayaan dari 
kedua belah pihak dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan 
salah satu pihak saja. 
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Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 
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 Dalam proses mediasinya mediator dan para pihak tidak melibatkan ahli 
walaupun dalam pasal 16 disebutkan bahwa mediator dapat mengundang ahli atas 
persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya. Setelah menghasilkan kesepakatan 
perdamaian dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM kemudian para pihak 
dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. 
Kemudian pada sidang lanjutan tgl 18 Mei 2015 para pihak menghadap di 
persidangan untuk memberitahukan kepada majelis hakim bahwa telah terjadinya 
kesepakatan perdamaian dan meminta untuk dikuatkan dalam akta perdamaian 
dan dimasukan dalam putusan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 
17 PERMA No. 1 Tahun 2008. 
Dalam mediasi waris, persengketaan yang terjadi di antara para pihak 
berkaitan dengan pembagian harta warisan. Sebagai mediator dalam penyelesaian 
sengketa waris dapat bertumpu pada beberapa prinsip yaitu keadilan, mis lu haz 
al-unsa yain (dua banding satu) yang dapat diterapkan secara fleksibel dan prinsip 
kesepakatan damai. Jadi, esensi dari hukum kewarisan Islam adalah keadilan, 
kedamaian, dan pemanfaatan harta warisan oleh ahli waris secara adil dan 
damai.
78
  
Perkembangan hukum Fiqh Indonesia dalam hal pembagian harta 
warisan cenderung tidak terpaku pada ketentuan 2:1 antara laki-laki dan 
perempuan. Pasal 176 KHI mengatur besarnya porsi antara anak laki-laki dan 
perempuan dalam pembagian warisan. Kepastian ketetapannya berpegang teguh 
pada norma Q.S. al-Nisa/4:11. Untuk sekedar alternatif atas kemantapan norma 
Q.S. al-Nisa/4:11, pasal 183 membuka kemungkinan untuk menyimpang melalui 
jalur “perdamaian”. Dengan demikian jika pasal 176 dikaitkan dengan alternatif 
yang digariskan Pasal 183 KHI, patokan besarnya penerapan porsi pembagian 
                                                             
78
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari‟ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, 
h. 197-198. 
71 
 
 
 
harta warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan. 
2) Tetapi melalui “Perdamaian” dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah 
pembagian yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.
79
   
Dalam pembagian harta warisan pada putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm para ahli waris bersepakat untuk berdamai dan membagi 
harta warisan berdasarkan kerelaan. Hal ini sesuai dengan aturan sebagaimana 
ketentuan KHI dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat 
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah 
masing-masing menyadari bagiannya”.  
Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai 
dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan 
pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah 
ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan 
demi tercapainya kemaslahatan di antara para ahli waris. 
 
2. Tinjauan Praktik Mediasi Waris Putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. dengan Pendekatan Yuridis 
Jika ditinjau dari hukum Islam dalam praktik mediasi waris putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm di mana sengketa diselesaikan secara perdamaian 
berupa mediasi sesuai dengan konsep As-sulh. Sulh merupakan suatu jalan untuk 
mengakhiri sengketa yang terjadi melalui perdamaian yang dapat dilakukan di 
depan maupun di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa sulh dapat 
memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah 
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sehingga sulh dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasaan dan 
memperkuat tali silaturahmi.
80
 Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-
Hujurat/49:10. 
                              
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”.81 
Berdasarkan ayat tersebut, memberikan petunjuk bahwa Allah swt., 
sangat menganjurkan perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat 
pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang 
terbaik bagi kedua belah pihak yang berperkara. 
Keberadaan Sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa sebagaimana 
dijelaskan dalam firman Allah Q.S al-Nisa/4:114. 
َ ََ  َ َ   َ َ َ َ   ََ ََ  َ
 َََ َ َ َ  َ ََ َ َ
 َ ََ 
Terjemahnya: 
“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali 
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, 
atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan 
Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, 
Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”82 
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Proses penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga dikenal 
dengan hakam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa/4:35. 
 
                           
                     َََ
Terjemahnya: 
“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.83 
Kata hakam dalam ayat di atas dapat dipahami dalam arti pemberi 
putusan. Para ulama mengemukakan makna Al-Hakam adalah “Dia yang melerai 
dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menentukan siapa yang taat dan 
durhaka, serta memberi balasan yang setimpal bagi setiap usaha, semuanya 
berdasar ketetapan yang ditetapkannya”.84  
Ayat di atas menganjurkan adanya pihak ketiga sebagai penengah atau 
mediator dalam penyelesaian sengketa. Walaupun asbab an-nuzul ayat di atas 
mengenai sengketa keluarga, namun konsep hakam dapat diaplikasikan pada 
sengketa perdata lain seperti sengketa kewarisan. Dalam peradilan yang disebut 
sebagai hakam adalah mediator yang bisa berasal dari hakim, advokat, akademisi 
hukum, atau pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat. 
Praktik Pembagian harta warisan  secara damai di pengadilan Agama 
Bima dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm dilakukan dengan takharuj. Al-
Takharuj pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan 
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secara damai berdasarkan musyawarah antara para ahli waris yang telah 
disepakati secara bersama-sama. Kebolehan pembagaian harta warisan secara 
damai didasarkan pada atsar sahabat pada masa pemerintahan khalifah Ustman 
bin Affan sebagai berikut: 
 
هءاسوهيدحهناه:هسابعههباههعهراىٌدههبورمعههثدحههمعهفسوٌهًباههع
ههماهوجرخاهىلعافلااههٍوامثهوههثلاثهىلعهاهوحلصهفوعههبههمحرلادبع
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.ثارٍم 
Artinya: 
“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru 
bin Dinar dari ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin „Auf 
diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah 
delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta 
warisan”.
85
 
Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli 
dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya adalah adanya 
keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal 
tersebut didasarkan pada Q.S. al-Nisa/4:29 sebagai berikut: 
 
                           
                     
   
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.86 
Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal 
untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (trasanksi jual beli) atas keridhaan 
masing-masing pihak.  
Al-takharuj dan praktik pembagian harta warisan secara damai di 
pengadilan Agama dilakukan atas dasar keridhaan (kerelaan) masing-masing 
pihak.
87
 
Takharuj adalah pembagian harta warisan secara damai dengan 
prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, 
para ahli warislah yang berperan dan berpengarauh dalam menentukan, baik 
cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta 
warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta 
warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur‟an dan hadis Rasulullah 
saw., namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris 
untuk kemaslahatan para ahli waris. 
 
D.   Analisis terhadap Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada 
Putusan No.0476/Pdt.G/2015/PA.Bm 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses mediasi dalam 
penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama Bima pada putusan No. 
0476/Pdt.G/2015/PA.Bm telah sesuai dengan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg 
Jo. PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di mana 
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jika tidak dilakukan prose mediasi maka seluruh proses persidangan dan putusan 
pengadilan akan batal demi hukum.  
Dalam sengketa waris putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm, pada 
sidang pertama tergugat I hadir sedangkan para penggugat/kuasa hukumnya tidak 
hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah. Karena ketidakhadiran salah 
satu pihak dalam perkara waris ini, maka mediasi tidak bisa dilakukan. Setelah 
itu, pada sidang lanjutan setelah para pihak penggugat/kuasa hukumnya dan 
tergugat I hadir dalam persidangan. Setelah di nasehati dan di damaikan oleh 
majelis hakim tapi tidak bisa, maka kedua belah pihak harus menjalani tahap 
berikutnya proses mediasi.  
Dalam proses mediasi inilah, seorang mediator harus memiliki Skill dan 
berperan dalam memberikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian sengketa 
kewarisan antara para pihak. Dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.BM, proses 
mediasi dilakukan setelah jadwal pertemuan ditentukan. Adapun upaya yang telah 
dilakukan mediator dalam proses mediasi yaitu dengan melakukan kaukus atau 
pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain. Di mana mediator 
mengadakan pertemuan dengan pihak penggugat/kuasa hukumnya dulu kemudian 
pertemuan dengan pihak tergugat  secara terpisah. Setelah itu, mediator 
mengadakan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak, untuk 
memberikan kesimpulan masing-masing. Dan akhirnya sengketa kewarisan yang 
telah lama disengketakan selama 20 tahun, di pengadilan Negeri sampai kasasi ke 
tingkat Mahkamah Agung karena harta warisan tersebut dikuasai oleh orang lain,  
dan karena pihak penggugat meragukan i‟tikad tergugat untuk mengalihkan harta 
warisan tersebut akhirnya bisa diselesaikan secara damai antara para ahli waris. 
Dan mereka membagi harta warisan tersebut berdasarkan musyawarah dan 
kerelaan antara para ahli waris, pembagian tersebut setelah mediator mengarahkan 
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untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam. dalam 
pembagian harta warisan secara damai, para pihak tidak mengikuti ketentuan 
pembagian warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam 2:1 demi tercapainya 
kemaslahatan diantara para ahli waris.  
Setelah terjadi kesepakatan damai, mediator merumuskan isi 
kesepakatan-kesepakatan para pihak yang bersengketa secara tertulis dan 
ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa para pihak benar-benar 
sepakat untuk menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Setelah 
kesepaktan damai selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan 
hasil kesepakatan yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani 
perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari 
mediator, membacakan hasil perdamaian yang telah dilaporkan dan di kuatkan 
dalam bentuk akta perdamaian yang dimasukkan dalam putusan akhir.  
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                                                             BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Secara garis besar proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada 
putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. telah sesuai dengan aturan dalam 
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan 
telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak mencapai batas 
waktu 40 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA, tapi hanya 1 
minggu saja atau 5 (lima) hari kerja. Untuk mencapai perdamaian mediasi 
dilakukan sebanyak 2 kali, dimana pada mediasi pertama mediator 
melakukan kaukus, pertemuan dengan para penggugat/kuasa hukumnya 
terlebih dahulu dan pihak tergugat secara terpisah. Kemudian mediasi 
yang kedua, pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak dan 
mendengarkan kesimpulan masing-masing sehingga mencapai 
kesepakatan dan dibuat akta perdamaian. 
2. Proses Mediasi dalam putusan No. 0476/Pdt.G/2015/PA.Bm. jika ditinjau 
dari hukum Islam sesuai dengan konsep Sulhatau Islah dalam surat Al-
Hujurat/49:10 dan surat Al-Nisa/4:114 dan konsep Hakam dalam Surat 
Al-Nisa/4:35. Dalam penyelesaian sengketa waris dalam proses mediasi 
dilakukan dengan takharuj berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para 
pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam 
hukum kewarisan Islam. Penyelesaian pembagian warisan dengan 
takharuj dilakukan setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-
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masing di mana ahli waris anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak 
perempuan satu bagian (2:1). 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh peneliti, pada implikasi ini 
dikemukakan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian sebagai 
berikut: 
1. Bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan 
Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan dari 
pada harta. Dan untuk pembagian harta warisan selalu berpegang teguh 
pada prinsip keadilan sosial, persaudaraan, toleransi, dan saling 
menghargai terhadap hak-hak orang lain. 
2. Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan 
ahli warisnya, hendaknya harta warisan tersebut segera dibagi sebelum 
keutuhan harta tersebut terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh 
orang lain. 
3. Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki Skill untuk 
melakukan penyelesaian dan pendekatan terhadap para pihak, terutama 
pendekatan psikologis yang akan menjadi motivasi bagi para pihak untuk 
mencapai perdamaian. Selain itu perlu adanya peningkatan mediator yang 
memiliki sertifikat untuk lebih memudahkan penerepan mediasi di 
pengadilan.
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